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Abstrak

Etnis Kurdi Iran Pasca Revolusi Iran 1979

Permasalahan etnis Kurdi yang mencakup permasalah budaya, bahasa dan hak
politik selalu menjadi hal yang sensitif bagi pemerintah Iran. Adanya etnis Kurdi yang
memiliki agama islam Sunni dan memiliki budaya yang berbeda menjadi sebuah dilema
bagi pemerintahan Iran. Politik diskriminasi yang diterapkan oleh pemrintah Iran baik
dalam hal politik maupun agama menjadi awal bermunculannya gerakan resistensi
masyarakat Kurdi terhadap kebijakan politik tersebut yang mana salah satu perlawanan itu
muncul setelah revolusi Iran 1979.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa kondisi Etnis Kurdi Iran setelah
terjadinya Revolusi Iran 1979. Dimana setelah revolusi yang terjadi di Iran diketahui bahwa
adanya politik diskriminasi terhadap etnis Kurdi dan ini membuat pemerintah Iran dan etnis
Kurdi berkonflik. Konflik yang juga terjadi akibat adanya perbedaan ideologi antara
kelompok Sunni dan Syiah, membuat Iran sebagai negara yang menganut paham Syiah
mencoba untuk menekan etnis Kurdi Sunni yang ada di wilayahnya. Penelitian ini juga
bertujuan untuk menganalisa politik dalam dan luar negeri Iran dalam konflik dengan etnis
Kurdi khususnya pasca terjadinya Revolusi Iran 1979.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan juga teori Teori yang digunakan
disini adalah teori Human Based Need yang dikemukakan oleh John Burton yang
menyatakan bahwa kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan tatanan sosial adalah,
sangat sederhana, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pusat fungsi lembaga-
lembaga sosial dan politik. Secara normatif, kepuasan kebutuhan manusia adalah kriteria
utama dimana kualitas lembaga dan kebijakan mereka harus dievaluasi. Secara empiris,
sejauh mana lembaga memenuhi kebutuhan dasar merupakan faktor penentu penting dari
legitimasi mereka dirasakan dan dengan demikian, setidaknya dalam jangka panjang,
stabilitas dan efektivitas mereka.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan yitu heuristik, verifikasi,
interpretasi dan historiografi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Etnis Kurdi merupakan etnis yang mendiami daerah Kurdistan yang terletak
di daerah pegunungan di perbatasan Iran, Irak, Turki dan Suriah. Etnis Kurdi telah
mendiami daerah tersebut diperkirakan kurang lebih sejak 8000 tahun yang lalu.
Secara tradisional etnis Kurdi hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari
daerah pegunungan Turki dan Iran.! Akan tetapi, pasca-Perang Dunia | negara-negara
pemenang perang menetapkan garis perbatasan bagi negara-negara baru yang

menyebabkan wilayah Kurdistan menjadi terpecah.

Perlawanan suku Kurdi di Timur Tengah berawal ketika perjanjian Skyess-
Picott disahkan oleh Perancis dan Inggris. Perjanjian ini membagi daerah
Mesopotamia yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Ottoman Turki menjadi
beberapa negara-negara seperti Iran, Irak, Suriah dan beberapa negara Timur Tengah
lainnya. Konsekuensi dari perjanjian ini adalah terpecahnya wilayah dan jumlah etnis
Kurdi yang semula bersatu menjadi etnis yang terpisah dan berada dibawah

pengawasan negara timur tengah modern seperti Irak, Iran, Suriah dan Turki.?

!Laura S. Etheredge Iran (New York: Britannica Educational Publishing, 2011) him 34.
2Paul C. Helmreich From Paris to Sevres (Columbus: Ohio State University Press, 1974) him
203-204.



Etnis Kurdi yang berada di Iran mempunyai masalah tersendiri dimana Iran
menentang etnis Kurdi yang mayoritas beraliran Sunni berada di wilayahnya.® Oleh
karena itu Iran menggunakan politik diskriminasi dan asimilasi seperti apa yang
terjadi di Turki pada masa Kemal Attaturk. Politik ini bermula pada masa Reza Shah
Pahlavi yang menempatkan pasukan militer dalam skala besar untuk mengawasi
kegiatan Etnis Kurdi semenjak terjadinya pemberontakan dari Syeikh Al Barzani dan

pengikutnya di Iraq pada tahun 1960 M yang mungkin menjalar ke Iran.*

Kekhawatiran ini tentunya tidak berlebihan mengingat apa yang terjadi pada
masa akhir Perang Dunia Il yang berakibat lahirnya sebuah republik yang disebut
dengan Republik Mahabad yang hanya berdiri sekitar setahun terhitung dari tahun
1946 atas dukungan dari Uni Soviet menggunakan politik kesukuan yang ada pada

etnis Kurdi.?

Republik otonomi ini sebenarnya adalah produk dari politik Soviet untuk
mengganggu dominasi kekuatan barat di Timur Tengah. Republik ini lahir dengan
produk Soviet lainnya vyaitu republik rakyat Azerbaijan. Walau pengalaman
Azerbaijan sebenarnya berbeda karena pemerintah boneka itu dibuat oleh orang dari

Perserikatan Soviet, Republik Kurdi yang disebut dari Mahabad ini berbahasa persia

3 Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran (New York: Cambridge University Press 2004)
him 31.

4 Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, And the United States
(New Haven: Yale University 2007) him 52-53.

5 Stephanie Cronin, Tribal Politics in Iran, (New York: Routledge 2007) him 200.



dan memiliki otonomi sehingga bebas tak terikat dari pengaruh Soviet. Pada awalnya,
republik ini diimpikan sebagai bagian dari otonomi pemerintah Shah, kecuali dalam
hal lain republik ini bergantung kepada pusatnya untuk pertahanan, kebijakan luar

negeri, dan ekonomi.

Republik ini juga membentuk suatu angkatan bersenjata pada tahun 1945
yaitu Kurdish Democratic Party of Iran (KDPI), yang dibentuk saat Reza Pahlavi
serta sekutu-sekutunya yaitu Amerika dan Inggris mencoba untuk menekan etnis
Kurdi tersebut dikarenakan pemerintahan Kurdi Iran tersebut terbentuk dari kekuatan
Soviet. Wilayah otonomi tersebut berakhir dengan terpinggirkannya etnis Kurdi oleh
pemerintah pusat Iran mengikuti penarikan pengaruh Soviet dari lIran. Organisasi
nasionalis Kurdi yaitu KDPI, beralih berjuang ke penggunaan senjata untuk

mendukung tujuan Kurdi yaitu otonomi dan demokrasi.®

Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 memadukan ragam persimpangan
paham baik itu paham keagamaan maupun sekuler, lapisan social, partai politik
maupun gerakan gerilya. Oleh karena alasan sejarah serta kultural, Islam muncul
sebagai jalur yang efektif dalam menggalang kekuatan massa. Ayyatullah Khomaini
muncul sebagai lambang perlawanan dan menjadikan gerakan ini sebagai tantangan
bagi pemerintah Iran pada waktu itu dan dialah yang menjadi pemimpin bagi gerakan

penentang shah dan juga terhadap depotisme dinasti Pahlavi.” Hal ini juga berlaku

® Archie Roosevelt Jr., ‘The Republic Of Kurdistan Of Mahabad’, Middle East Journal
(Washington Dc, July 1, 1947), 247-69.
7 John.L.Esposito Islam Dan Politik ( Jakarta: Bulan Bintang 1990) him 271.



bagi etnis Kurdi yang telah bertahun- tahun ditindas oleh kekuatan Shah baik secara

sosial maupun secara politik.

Selama masa-masa awal revolusi, Iran mengalami masa-masa yang cukup
sulit, terutama dengan peristiwa tuntutan otonomi Kurdi (1979-1989) dan juga perang
Iran-Irak selama 8 tahun (1980-1988). Kedua peristiwa ini cukup menguras energi
dan banyak menelan kerugian serta korban pada bangsa Iran. peristiwa tuntutan
otonomi bermula ketika delapan tuntutan Kurdi dibuat di Bulan November 1979
termasuk pengenalan dari otonomi Kurdi pada konstitusi, pengenalan dari propinsi
dari Kordistan, Azerbaijan barat, Kermanshah, dan Ilam sebagai otonomi Kurdistan,
satu pemerintah otonomi Kurdish dengan satu dewan terpilih secara nasional dan
Kurdi sebagai satu bahasa resmi di Iran; menganggarkan alokasi untuk meningkatkan
ekonomi Kurdistan, menuntut diberikannya peran Kurdi di bidang politik pada
pemerintah pusat, Pengenalan Kurdi di pemerintahan pusat dalam bidang pertahanan

dan ekonomi; dan pengenalan kebebasan demokratis bagi seluruh Iran.®

Hal yang menarik disini ialah permasalahan Kurdi baik secara internal
maupun eksternal mampu menjadi suatu permasalahan yang cukup dilematis bagi
Iran baik pada awal revolusi dengan munculnya KDPI yang mencoba untuk mendapat
otonomi Kurdi,® dikarenakan kebijakan diskriminasi Khomeini dapat dijadikan

sebagai sarana untuk orang Kurdi menggalang persatuan seperti yang telah terjadi

8 Charles G. Macdonald Kurdish Identity, Human Rights and Political Status (Florida:
University Press of Florida 2007) him 185.

® Daniel L. Byman Jran’s Security Policy in the Post-Revolutionary Era (Santa Monica:
RAND 2001) him 35.



pada tahun 2005 di Iraq dimana etnis Kurdi mampu mendirikan wilayah otonomi
dibawah perlindungan Amerika. Apakah politik diskriminasi Iran ini meniru Turki
dan mengapa Khomeini melakukan hal tersebut mungkin seperti pendapat diatas,
Khomeini dapat melihat potensi persatuan Kurdi sehingga dia menekan begitu keras

etnis tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, ialah bahwa peristiwa
revolusi di Iran pada tahun 1979 telah mengakibatkan adanya perubahan kebijakan di
Iran terhadap etnis Kurdi yaitu politik diskriminasi membuat pemerintah Iran bentrok
dikarenakan adanya tuntutan otonomi bagi etnis Kurdi yang mana tuntutan ini tidak
dipenuhi dan Iran mulai menjalankan politik diskriminasi. Penelitian ini mengambil
batas antara tahun 1979 yaitu dimulainya revolusi yang menumbangkan dinasti
Pahlavi dan berakhir di tahun 1997 yaitu dimulainya kebijakan yang lebih lunak
terhadap etnis Kurdi di Iran dengan diangkatnya seorang gubernr untuk wilayah

Kurdistan Iran yaitu Abdullah Ramazadeh yang berasal dari etnis Kurdi

Untuk mempelajari persoalan ini secara garis besar rumusan masalahnya

sebagai berikut:

1. Apa peran etnis Kurdi dalam Revolusi Islam 1979

2. Mengapa etnis Kurdi kecewa terhadap kebijakan pemerintah Iran?

3. Bagaimana solusi terhadap konflik Iran-Kurdi?



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan
dalam pertanyaan penelitian tentang Etnis Kurdi Di Iran Pasca Revolusi Iran 1979 di

Timur Tengah yang berimplikasi pada stabilitas kawasan, yang diantaranya adalah :

a. Untuk mengetahui kepentingan Etnis Kurdi di Iran yang terancam dengan

adanya konflik Kurdi-Iran.

b. Untuk mengetahui kepentingan negara-negara kawasan Timur Tengah yang

terancam dan terganggu oleh Etnis Kurdi.

c. Untuk mengetahui kebijakan Internasional maupun regional Iran dalam

merespon konflik Etnis Kurdi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki
ketertarikan dengan setiap kebijakan Etnis Kurdi di Timur Tengah, yang dalam
penelitian ini difokuskan pada wilayah Iran, yang memiliki basis politik Etnis Kurdi.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam

berbagai hal terkait. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:



a) Untuk mengetahui kondisi Etnis Kurdi di Iran sebelum dan setelah terjadinya

revolusi Islam 1979

b) Untuk mendiskripsikan dinamika politik di Iran terkait dengan politik

terhadap etnis Kurdi

¢) Untuk memberikan saran terkait dengan perubahan sikap etnis Kurdi kepada

pemerintah Iran

C. Tinjauan Pustaka
Beberapa buku yang membahas permasalahan etnis Kurdi di Iran antara lain:

Charles G. MacDonald yang berjudul Kurdish Identity, Human Rights and
Political Status. Buku ini menuliskan sejarah identitas yang melekat pada etnis Kurdi
sebagai etnis yang besar secara jumlah di timur tengah tanpa satu status
kewarganegaraan bahkan mereka tidak mempunyai ‘teman” selain gunung tempat
mreka tinggal.buku ini menjelaskan etnis Kurdi yang selalu terpinggirkan dalam hal
social ekonomi dan budaya dalam Negara yang mereka tinggali semisal di Turki,
Iran, dan Suriah. buku ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan yaitu berkait dengan identitas etnis Kurdi di Iran yang pada buku ini dibahas



di bab V. akan tetapi buku ini tidak memaparkan tentang etnis Kurdi pasca terjadinya

revolusi di Iran

David Romano the Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization,
and Identity. Buku ini memaparkan bagaimana dan kapan mobilisasi kesukuan terjadi
di dalam etnis Kurdi. Buku ini juga memaparakan bagaimana kukuhnya suatu
nasionalisme kesukuan walaupun di bawah kekuasaan suku lain. Buku ini juga
memaparkan adanya pergerakan nasional secara bersenjata yang mana merupakan
wujud resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Buku ini pada bab 7
menceritakan bagaimana rintangan yang harus dilalui oleh Etnis Kurdi Iran mulai dari
penumpasan gerakan Simko sampai pada perang Teluk I antara Iran-lrak. Akan tetapi
buku ini tidak begitu jelas dalam menggambarkan kronologi etnis Kurdi setelah

Revolusi

Karya ketiga adalah artikel the Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity and
State Policy in Iran yang di tulis oleh A. William Samii mengungkapkan bahwa
walaupun Konstitusi Iran punya ketetapan spesifik yang menjamin dan menyamakan
hak minoritas dalam hal religius dan hak untuk mempergunakan bahasa mereka pada
mass media dan di pendidikan akan tetapi Iran juga sensitive pada kecenderungan

separatis dan eksploitasi.

Hal inilah yang membuat Iran begitu hati-hati bahkan cenderung ketakutan

akan isu etnis yang mana akan dikhawatirkan sebagai alat bagi komplotan jahat.



Artikel ini memaparkan kehidupan Kurdi setelah masa revolusi tetapi tidak dijelaskan

apa peran etnis Kurdi dalam revolusi tersebut

Ethnic Conflict and the Kurds artikel yang ditulis oleh George S Harris
mengungkapkan bahwa Kurdi tampaknya jauh dari otonomi atau kemerdekaan hari
ini daripada di masa lalu. Pada bagian, penyebabnya terletak pada perpecahan mereka
dalam bahasa, perilaku keagamaan, dan struktur terutama suku. Pembagian wilayah
inti mereka di antara Turki, Iran, dan Irak setelah Perang Dunia Pertama meyakinkan

nasionalisme Kurdi.

Di Turki, pemerintah telah berusaha untuk menyangkal keberadaan Kurdi
sebagai orang yang terpisah. Sementara pemimpin Kurdi dapat memanfaatkan sistem
multi-partai untuk membangun basis kekuasaan lokal; mereka harus menghindari
agitasi etnis yang jelas. Di Irak, langkah militer Barzani akhirnya ditumpas oleh
pemerintah pusat. Hanya pembangkangan kecil tampaknya mungkin untuk terus di
sini.

Di Iran, setelah pendudukan Uni Soviet dari bagian utara negara itu berakhir
pada tahun 1946, Republik Mahabad yang telah dirangsang dan difasilitasi Soviet
runtuh. Syah sejak telah mempertahankan kontrol politik yang ketat, sementara
memungkinkan Kurdi beberapa ekspresi budaya. Meskipun ada, dengan demikian,
sedikit prospek tawaran militer Kurdi diperpanjang untuk otonomi atau kemerdekaan

di tiga negara tersebut, keluhan ekonomi yang cenderung terus menumbuhkan rasa
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identitas etnis antara Kurdi. Artikel ini menjelaskan berbagai problem yang dihadapi

secara umum oleh etnis Kurdi

Tulisan dari Mahmod Mala Ezzat yang berjudul Republic of Kurdistan:
political and historical” memaparkan bahwa Pembentukan Republik Kurdistan
adalah peristiwa bersejarah yang paling signifikan dalam sejarah Kurdistan dan
sangat penting karena dari pengalaman bangsa Kurdi memiliki aturan sendiri.
Pentingnya semacam studi terletak dalam memberikan pelajaran yang cukup untuk

gerakan Kurdi hari ini dan untuk perjuangan mereka di masa depan.

Peristiwa historis ini adalah kesempatan kedua orang Kurdi telah di abad ke-20;
kesempatan yang rumit dan tidak jelas ini membawa Republik hidup. Dengan cara ini
Kurdi bisa mencapai ambisi nasionalis mereka serta itu memberikan prospek yang
menjanjikan untuk masa depan. Artikel ini menjelaskan kondisi etnis Kurdi pada
pembentukan republik mahabad dan upaya Shah untuk menanggulangi rasa

kebangsaan etnis Kurdi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada alasan
etnis Kurdi di Iran yang merasa tidak diberi hak baik untuk menggunakan bahasa asli
mereka, mempraktikkan agama mereka dan juga tidak diberi hak politik dan juga
secara ekonomi mereka termasuk tertinggal.sehingga mereka berusaha menuntut hak

tersebut kepada pemerintah pusat dalam bentuk otonomi tersendiri namun pemerintah

10 Diakses Dari Http://Kurdistantribune.Com/Republic-Of-Kurdistan-Political-Historical-
Dissertation-By-Mahmod-Mala-Ezat/ Tanggal 25 Januari 2017.
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Iran melihat upaya tersebut sebagai upaya memberontak yang mana pada akhirnya
memercikkan konflik dan pertarungan ego kedua pihak untuk mencapai tujuan

mereka masing- masing

D. Landasan Teori

Penelitian ini memakai pendekatan politik. Politik diartikan sebagai
pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara
pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya; dan dapat pula berarti
segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai
pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Politik juga sering dipahami
sebagai metode, teknik, dan cara untuk mengelola negara atau sebagai proses dan

metode pengambilan keputusan pada suatu kelompok.*!

Kekuasaan dan wewenang seantiasa menempatkan individu pada posisi atas
dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap
individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Oleh
karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang
dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling

bertentangan.

11 F. Budi Hardiman Empat Esai Etika Politik (Jakarta: Tinta Creative Production 2011) him
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Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang/ yang
berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan Mereka
yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo
sedangkan kelompok bawah (yang dikuasai atau bawahan) ingin supaya ada

perubahan.

Teori yang digunakan disini adalah teori Human Based Need yang
dikemukakan oleh John Burton yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dalam
hubungannya dengan tatanan sosial adalah, sangat sederhana, bahwa pemenuhan
kebutuhan dasar merupakan pusat fungsi lembaga-lembaga sosial dan politik. Secara
normatif, kepuasan kebutuhan manusia adalah kriteria utama dimana kualitas
lembaga dan kebijakan mereka harus dievaluasi. Secara empiris, sejauh mana
lembaga memenuhi kebutuhan dasar merupakan faktor penentu penting dari
legitimasi mereka dirasakan dan dengan demikian, setidaknya dalam jangka panjang,

stabilitas dan efektivitas mereka.

Perspektif kebutuhan memfokuskan perhatian kita pada satu set kebutuhan
psikologis kolektif, termasuk kebutuhan untuk identitas, keamanan, pengakuan,
partisipasi, martabat, dan keadilan. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
atau ancaman kepada mereka kontribusi yang signifikan terhadap penyebab konflik,
dan bahkan mungkin lebih eskalasi dan pelestarian konflik. Resistensi yang

mendalam untuk mengubah realitas dan kepentingan yang mencirikan intens, konflik
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berkepanjangan biasanya berakar pada dampak kebutuhan tersebut dan ketakutan

terkait pada persepsi dan keyakinan dari para pihak.

Dalam rangka untuk menerobos resistensi tersebut dalam perubahan, upaya
resolusi konflik harus mengatasi kebutuhan dan kekhawatiran para pihak. Sebuah
perspektif kebutuhan kontribusi tidak hanya untuk mengatasi hambatan untuk solusi
yang dirundingkan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas solusi dicapai. Solusi
yang memenuhi kebutuhan dasar kedua belah pihak cenderung lebih memuaskan dan
lebih tahan lama. Selanjutnya, solusi tersebut cenderung lebih adil dan lebih unggul
secara moral Jika kita mengambil kepuasan kebutuhan manusia - diartikulasikan
melalui kelompok identitas inti rakyat - sebagai kriteria utama untuk mengevaluasi

kebijakan dan praktek dalam sistem internasional.

E. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah penulisan sejarah, oleh karenanya metode yang
digunakan pun adalah metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara
kritis-analisis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang
diperoleh. Metode sejarah bertumpu pada beberapa langkah yaitu, pengumpulan data
(heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) dan penulisan sejarah
(historiografi). Penulisan ini bersifat kulitatif dengan jenis penulisan pustaka (library
research), yaitu penulisan yang mengacu pada sumber tertulis, dengan mencari data
dari tulisan-tulisan yang mendukung penulisan. Sumber-sumber yang digunakan

dalam penulisan ini adalah sumber sekunder karena data yang diperoleh atau
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dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penulis sebagai
tangan kedua). Data primer yang digunakan disini adalah Konstitusi Republik Islam
Iran dan sumber sekunder yang digunakan disini adalah buku-buku dari beberapa

penulis seperti david Romano dan Michael Gunter

1. Heuristik

Dalam metode heuristik ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan beberapa
sumber yang ada relevansinya dengan penulisan ini. Heuristik di sini menggunakan
cara kepustakaan (library research). Dimana pencarian data data dalam bentuk buku
diperoleh dari perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan UIN
Sunan Kalijaga, perpustakaan Grhatama Yogyakarta, Perpustakaan UGM dan

perpustakaan St. Ignatius Yogyakarta serta perpustakaan lainnya di Yogyakarta.

2. Verifikasi

Untuk mencapai tingkat obyektifitas data-data yang diperoleh atau
dikumpulkan, kemudian dilakukan seleksi atau kritik. Dalam tahap ini yang
dilakukan yakni mengkaji kebenaran data yang telah diperoleh secara kritis, data-data
yang telah diperoleh kemudian diklarifikasi. Data yang sudah diklarifikasi kemudian
dilakukan kritik, semantara kritik ditujukan untuk memastikan validitas sumber, baik
ekstern maupun intern. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui tentang keaslian
sumber, guna memperoleh keyakinan dari penelitian yang telah dilakukan dengan

menggunakan sumber data yang tepat. Sedangkan kritik intern merupakan kelanjutan
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kritik ekstern yang bertujuan untuk meneliti kebenaran isi atau sumber data tersebut.
Pada tahap ini penulis melakukan perbandingan dari sumber-sumber yang telah
penulis kumpulkan. Penulis mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan masa
pemerintahan Ayyatullah Khomeini agar dapat diperoleh fakta dan mendekati

obyektif. dalam
3. Interpretasi

Interpretasi adalah sebuah proses mencari, mengatur, dan menata secara
sistematis terhadap data yang diperoleh. Interpretasi sejarah sering disebut dengan
analisis sejarah. Data yang telah lolos dalam verifikasi kemungkinan adalah unsur
yang paling dekat dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi.> Dengan menganalisis
data, akan membantu dalam memahami sumber atau data dan menyajikannya sebagai
hasil verifikasi. Langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah dengan
menafsirkan kembali data yang telah dikritik sebelumnya untuk mempertajam dan
memperjelas pembahasan hasil penelitian tentang Etnis Kurdi Di Iran Pasca Revolusi
Iran 1979 M dengan menggunakan alat analisis berupa pendekatan politik dan

menggunakan teori
4. Historigrafi

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan, pemaparan atau

pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan disistematisir berdasarkan

12| ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Ui Press, 1986),
him. 95.
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rumusan masalah yang relevan ditetapkan dengan memperhatikan aspek kronologis

dan kesinambungan, tentu saja dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah
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Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penulisan karya skripsi ini terbagi dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB | pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Il menjelaskan tentang etnis Kurdi di Timur Tengah. Pada bab ini akan
dibahas keadaan Timur Tengah pasca terjadinya perjanjian Sykes-Picot yang menjadi
awal mula dari terpecahnya wilayah tempat tinggal etnis Kurdi ke beberapa negara di
Timur Tengah seperti Iran, Irag, Turki dan Suriah. Pembahasan pada bab ini juga
akan menyertakan kondisi negara Iran pada tahun sebelum dan sesudah terjadinya

revolusi islam dan juga peran etnis Kurdi dalam revolusi Islam Iran.

BAB 11l membahas tentang kebijakan politik pemerintah Iran yang diwakili
oleh Imam Khomeini dalam mengatasi masalah yang terjadi antara pemerintah
dengan golongan minoritas Sunni di Iran terutama masalah dengan etnis Kurdi dan
juga kemunculan Kurdistan Democratic Party of Iran yang muncul kembali sebagai
motor pergerakan bagi etnis Kurdi di Iran. Bab ini memaparkan latar belakang

terjadinya politik diskriminasi pemerintah Iran terhadap etnis Kurdi di Irag

BAB IV membahas tentang solusi bagi pergerakan etnis Kurdi dalam meraih
kesetaraan baik melalui otonomi ataupun juga pemberian hak dalam berpolitik. Hal

ini dimaksudkan agar masyarakat dari etnis Kurdi maupun dari pemerintah Iran dapat
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mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dan bab V adalah penutup

yang berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang ditulis oleh penulis skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perjuangan Kurdi untuk menentukan nasib sendiri di lIran menghadapi
masalah baru dengan Republik Islam Iran. Kurdi menginginkan otonomi dan
demokrasi setelah penggulingan shah, tetapi mereka menemukan diri mereka terasing
dari politik Iran. Mereka pada awalnya bersama sama menggulingkan pemerintahan
sebelumya dengan tujuan memperoleh otonomi pada masa rezim berikutnya, namun
pada akhirnya mereka mendapatkan diri mereka dalam kesulitan karena otonomi

yang mereka inginkan berusaha dikubur jauh oleh rezim baru.

Peristiwa pertama yang menjadi akar dari masalah Kurdi di lIran adalah
tuntutan otonomi bermula ketika delapan tuntutan Kurdi dibuat di Bulan November
1979 termasuk pengenalan dari otonomi Kurdi pada konstitusi, pengenalan dari
propinsi dari Kordistan, Azerbaijan barat, Kermanshah, dan llam sebagai otonomi
Kurdistan, satu pemerintah otonomi Kurdish dengan satu dewan terpilih secara
nasional dan Kurdi sebagai satu bahasa resmi di Iran; menganggarkan alokasi untuk
meningkatkan ekonomi Kurdistan, menuntut diberikannya peran Kurdi di bidang
politik pada pemerintah pusat, Pengenalan Kurdi di pemerintahan pusat dalam bidang

pertahanan dan ekonomi; dan pengenalan kebebasan demokratis bagi seluruh Iran.

74



Pemerintah Iranpun tidak tinggal diam, mereka mencari cara agar bisa
membuat etnis Kurdi patuh terhadap mereka. Mulai dari Ayyatullah Khomeini yang
memakai cara kekerasan dengan menggempur pusat-pusat perlawanan Kurdi pada
awal-awal masa revolusi dan juga mengizinkan Kurdi bertempur dengan Iran pada
perang Teluk I namun berusaha untuk memotong berbagai saluran yang menurut
mereka dianggap membahayakan seperti akses pada politik dengan tidak adanya
perwakilan Kurdi di parlemen, budaya dengan tidak memperbolehkan bahasa Kurdi
beredar dalam bentuk apapun maupun dari segi agama yaitu selalu menyalahkan
negara Sunni di sekitar Iran sebagai penyumbang dan alasan adanya kebencian
terhadap Iran dikalangan warga Sunni Iran. Hal ini membuat etnis Kurdi kecewa

karena itu mereka berusaha memberontak dan keras kepala terhadap pemerintah

Rafsanjani yang berusaha untuk bersikap pragmatis dalam segala tindakan
menyangkut etnis Kurdi di Iran melaksanakan dua pembunuhan terhadap pemimpin
terkemuka Kurdi Iran yaitu Abdul Rahman Ghassemlou (Vienna 1989) dan Sadiq
Sharafkindi (Berlin 1992) yang dikhawatirkan akan ikut mempengaruhi etnis Kurdi
untuk memberontak tetapi juga tetap memberi dukungan rahasia/tempat berlindung
kepada Partai pekerja Kurdistan untuk bersaing dengan Turki dalam berebut
pengaruh di Kurdistan Regional Government (KRG) Iraq utara pada tahun 1991 yang
digunakan untuk merebut simpati etnis Kurdi di lIran pasca pembunuhan

pemimpinnya
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Dan juga Khatami yang berusaha lunak terhadap orang Kurdi di Iran. Khatami
menunjuk Abdollah Ramazanzadeh, seorang Syiah Kurdi, sebagai gubernur jenderal
pertama Iran Kurdistan. Pada gilirannya, Ramazanzadeh menunjuk sejumlah Sunni
Kurdi ke posisi penting di pemerintahnya. Pada bulan April 2001, Ramazanzadeh
dituduh dengan pernyataan yang memfitnah, Dewan Wali, keberatan dengan
kebijakan gubernur tersebut sehingga ada pembatalan suara Majlis di dua kota Kurdi
dan Khatami berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang baru terhadap
masyarakat Kurdi. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penerbitan Kurdi

yang tumbuh dan berkembang di Iran.

B. SARAN

Penulis merasakan bahwa, apa-apa yang disampaikan dalam skripsi ini masih
begitu kurang. Dan masih diperlukan data-data yang lebih banyak lagi, juga
memberikan kesempatan kepada penulis lain yang ingin mengangkat tentang etnis
Kurdi di Iran. Karena dengan kritik dan saran yang membangun, diharapkan dalam
penulisan kebijakan Pemerintah Iran di dalam menangani etnis Kurdi menjadi
sempurna dengan masukan-masukan, ide-ide baru serta didukung dengan data-data

yang lebih banyak lagi.
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Lampiran

A. Peta lran
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(Sumber: Stephen Kinzer, All the Shah’s men : an American coup and the roots of

Middle East terror. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey 2003)

B. Peta Greater Kurdistan dalam wilayah Timur Tengah
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Sumber : Edgar O'Ballance, The Kurdish Struggle, 1920-94. Palgrave Macmillan
New York 1995

80



C. Constitution of the Islamic Republic of Iran
Article 12 [Official Religion]

The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this
principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools are to be
accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their

own jurisprudence in performing their religious rites....
Article 13 [Recognized Religious Minorities]

Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious
minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites
and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs

and religious education.
Article 15 [Official Language]

The Official Language and script of Iran, the lingua franca of its people, is
Persian. Official documents, correspondence, and texts, as well as text-books, must
be in this language and script. However, the use of regional and tribal languages in
the press and mass media, as well as for teaching of their literature in schools, is
allowed in addition to Persian.

Sumber: http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html diakses pada tanggal 02
agustus 2017

(Pasal-pasal konstitusi Iran inilah yang menyebabkan perdebatan antara etnis

minoritas Kurdi dan pemerintah pusat Iran)
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